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Editorial
Juli 2016 HIDESI (Himpunan Dosen Etika Seluruh Indonesia) 
menyenggarakan Konferensi Tahunan yang ke-26 di Universitas Ciputra 
Surabaya bertemakan etika dan pendidikan. Konferensi yang dihadiri oleh 
ahli-ahli etika seperti Franz Magnis Suseno, K. Bertens, A. Agus Nugroho, 
dan Achmad Charris Zubair menatap secara luas dan mendalam masalah 
pendidikan mulai dari masalah sekitar cita-cita “mencerdaskan kehidupan 
bangsa” hingga kenyataan rendahnya mutu pendidikan kita akibat praktek-
praktek pendidikan yang tidak etis seperti: jual beli ijazah, kurikulum yang 
tidak mencerdaskan dan memerdekakan, ketimpangan fasilitas pendidikan 
desa dan kota, korupsi yang menyebabkan minimnya fasilitas pendidikan. 
Hubungan antara pendidikan dan etika tersebut sebenarnya sudah 
terungkap dengan cara lain oleh Undang-Undang Pendidikan No. 20 
Tahun 2003. Tujuan pendidikan, demikian Undang-Undang tersebut, 
adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi manusia 
beriman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat 
jasmani dan rohani, berilmu, cakap dan kreatif, serta menjadi Warga Negara 
yang demokratis dan bertanggungjawab. Untuk mengembangkan watak-
watak tersebut, tidak mustahil kebijakan pendidikan dan pelaksanaannya 
menuntut pertimbangan etika menyangkut prinsip kebebasan, persamaan, 
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keadilan, persaudaraan, dan demokrasi. Karena itu, selama pendidikan 
bertujuan “mencerdaskan kehidupan bangsa”, refleksi etika menjadi hal yang 
tak terhindarkan.
Tulisan-tulisan Respons edisi pertama 2017 ini menyoroti pendidikan 
sebagai praksis kehidupan yang melibatkan tidak hanya relasi lembaga 
pendidikan, peserta didik, dan masyarakat tetapi juga tujuan metode, 
materi, dan lingkungan belajar. Tulisan pertama mendiskusikan gagasan 
Ki Hadjar Dewantara mengenai pendidikan. Bertolak dari pandangannya 
tentang perikemanusiaan, Ki Hadjar Dewantara mengungkapkan secara 
lugas bahwa tujuan utama pendidikan adalah memerdekakan manusia. 
Gagasan ini memiliki latar belakang historis yang pantas diperhatikan. Di 
tengah praktik pendidikan sebagai alat kolonialisme Ki Hadjar Dewantara 
justru melihat pendidikan sebagai senjata bagi usaha-usaha kemerdekaan 
seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti dalam suasana kolonialisme, pendidikan 
menyandang tugas memerdekaan putera/i Indonesia dari ketertindasan dan 
keterbelakangan. 
Namun, gagasan Ki Hadjar Dewantara ini memiliki jangkauan 
relevansi bagi kita yang hidup dalam alam kemerdekaan. Dengan motif 
kemanusiaan, tujuan memerdekakan bangsa tidak pertama-tama bersifat 
politik, tetapi etis. Putera/i perlu tumbuh dalam pengetahuan dan nilai 
sehingga menjadi manusia otonom. Melalui pendidikan manusia Indonesia 
dapat memiliki keberanian untuk berpikir sendiri di atas basis-basis kesadaran 
akan kenyataan sosial dan budaya. Berbeda dari pandangan individualistis 
yang mengandalkan nalar logis, Ki Hadjar Dewantara menghendaki agar 
pendidikan mendorong peserta didik tidak hanya memiliki kemampuan 
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kritis, tetapi juga mengayomi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. 
Ia harus sekaligus menjadi manusia individual dan sosial. Menelusuri 
pemikiran Ki Hadjar Dewantara, Bartolomeus Samho menunjukkan bahwa 
tanpa intensi kepada pembentukan karakter positif para peserta didik, proses 
pendidikan akan hanya melahirkan orang pintar, tetapi belum tentu menjadi 
pribadi yang berkarakter dalam keutamaan-keutamaan moral.
Pemikiran Ki Hadjar Dewantara ini secara khusus dapat dilihat 
sebagai strategi pembebasan dari ketakberdayaan manusia modern atas 
kekuasaan pengetahuan (sebagaimana dikemukakan oleh Fr. Bacon dan 
Michel Foucault), stimulasi televisi dan media sosial, dan berita-berita yang 
tidak benar. Keberanian untuk berpikir sendiri dan bertanya serta tanggung 
jawab dalam mencerna pengetahuan dan informasi merupakan tantangan 
pendidikan modern dalam lautan informasi. Dalam perspektif tersebut 
pendidikan memiliki fungsi lebih dari sekedar transfer pengetahun dan nilai. 
Pemikiran kritis dan kemampuan untuk mencerna pengetahuan, informasi 
dan nilai amatlah dibutuhkan. Untuk memupukkan kapabalitias rasional 
dan etis tersebut, pendidikan moral dan etika perlu diutamakan. 
Signifikasi pemikiran Ki Hadjar Dewantara tersebut tentu saja tidak 
menarik peserta didik dari akar-akar budaya dan agama. Tulisan kedua 
edisi Respons ini menampilkan pemikiran tentang peran agama dan tradisi 
dalam pendidikan etika. Dengan asumsi bahwa setiap suku bangsa dan 
agama sudah memiliki kecerdasan tersendiri dalam menghadapi tantangan-
tantangan modern, Gunardi Endro menegaskan bahwa pendidikan moral 
perlu memperhatikan apa yang sebenarnya sudah dibangun oleh agama dan 
tradisi lokal. Penghayatan agama dan tradisi lokal sudah merupakan orientasi 
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awal tentang apa artinya hidup yang baik. Bahkan melalui agama dan tradisi, 
kehendak untuk berbuat baik peserta didik dipupuk. Namun, di samping 
kecerdasan moral agama dan tradisi, refleksi rasional memiliki fungsi dalam 
pendidikan karakter. Pluralitas masyarakat modern menuntut sikap kritis 
agar apa yang benar-benar dihayati dalam wilayah agama dan tradisi dapat 
dimengerti dan diterima oleh tradisi dan agama yang lain. Dialog dapat 
terjadi jika agama dan tradisi lokal terbuka pada nalar yang rasional.
Kedua model pendidikan karakter ini tidak perlu dipisahkan satu 
sama lain, melainkan saling melengkapi. Karena sifatnya yang rasional, 
etika mengambil bagian untuk meningkatkan penalaran etis, sementara 
itu agama dan tradisi lokal dapat menguatkan kehendak untuk bertindak 
baik secara moral. Dengan catatan ini, Gunardi Endro mengusulkan agar 
prinsip otonomi, tanggung jawab, transparansi, keadilan, kepedulian, dan 
professional tidak cukup dilihat sebagai prinsip etis rasional yang abstrak, 
yang hanya dimengerti secara filosofis, tetapi juga perlu dipandang sebagai 
hal yang secara sosial dan eksistensial perlu dikembangkan untuk menghadapi 
tantangan-tantangan modern. Agama dan tradisi dapat dilihat sebagai 
sumber-sumber utama untuk memahami prinsip-prinsip tersebut.
Dalam kaitan dengan itu pendidikan estetika dapat dipandang sebagai 
langkah strategis berikutnya untuk pendidikan karakter. Seni memang 
mengandung paradoks. Di satu sisi, ia merupakan ekspresi kebebasan 
manusia, namun di sisi lain, ia dapat melanggar batas-batas norma agama, dan 
budaya. Dengan asumsi bahwa seni bukanlah kenyataan perasaan melainkan 
pengetahuan atas realitas, Embun Kenyowati Ekosiwi berargumentasi bahwa 
pendidikan seni, meskipun kadang-kadang bertentangan dengan moral 
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agama dan tradisi, dapat mengembangkan cita rasa pada kebaikan dan 
keadilan etis. Belajar seni dapat mengasah hati sanubari setiap orang untuk 
mencintai keindahan dan sekaligus kebaikan itu sendiri. 
Maka, pendidikan etika filosofis, agama dan tradisi lokal, dan seni 
merupakan langkah-langkah strategis bagi pendidikan nilai. Jika etika 
rasio nal dapat memperkuat pikiran, agama mempertajam kehendak 
untuk berbuat baik, seni dapat membangkitkan perasaan dan imajinasi 
ten tang kebaikan, demokrasi, kesetaraan gender, dan pluralitas. Embun 
Kenyowati Ekosiwi berargumentasi bahwa pendidikan nilai merangkum 
semua aspek keberadaan manusia sebagai makhluk individu dan sosial yang 
memiliki kemampuan kognitif, volutif spiritual, dan emosial. Sama seperti 
pengembangan pengetahuan ilmiah mengandalkan akal budi, kehendak, 
dan intuisi dan imaginasi, demikian juga pendidikan nilai melibatkan akal 
budi, kehendak, serta emosi, intuisi dan imajinasi peserta didik. Ki Hadjar 
Dewantara memang berbicara tentang pendidikan dengan basis pengetahuan 
dan nilai. Tetapi itu tidak berarti pengetahuan hanya berhubungan dengan 
nalar kognitif dan nilai hanya berhubungan dengan kehendak dan perasaan. 
Pengetahuan dan nilai hanyalah dua wilayah yang berbeda, tetapi keduanya 
tetap melibatkan kemampuan kognitif, volutif, emosional dan imajinatif.
Di samping diskusi tentang pendidikan, Respons edisi ini menyajikan 
2 artikel lain. Yang pertama menyajikan diskusi etis tentang PP 61 Tahun 
2014 tentang pengaturan kesehatan reproduksi. Diskusi tentang topik ini 
merupakan sebuah model pemecahan masalah etis yang memperhatikan 
perimbangan etis yang rasional dan pandangan agama dan tradisi. Begitu 
juga dengan artikel yang berbicara tentang bisnis sosial Mohammad Yunus 
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menghadapi masalah kemiskinan. Dimensi sosial dan etis merupakan hal-hal 
tidak pantas diabaikan dalam pengembangan bisnis yang sehat. (Mikhael 
Dua)
